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DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran I : Pedoman Wawancara Bagi Responden 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 

TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA DALAM MEWUJUDKAN 

INDONESIA 

 BEBAS PASUNG DI KABUPATEN PESISIR SELATAN 

A. Dinas Kesehatan  

1. Apakah Sudah ada Perda yang mengatur tentang Pemasungan di 

Kabupaten Pesisir Selatan? 

2. Apakah ada dibentuk tim penjangkauan pemasungan yang terdiri dari 

unsur : dinas sosial, pekerja sosial, tenaga sosial, dan tenaga 

kesejahteraan sosial ? 

3. Apakah ada dilakukan advokasi dengan masyarakat, keluarga ODGJ, 

Tenaga Kesehatan, dan Kader Kesehatan serta lembaga swadaya 

masyarakat terkait pemasungan? 

4. Apakah ada dilakukan pemetaan terhadap masalah pemasungan di 

lingkup kabupaten ? 

5. Apakah ada dilakukan pembinaan ke puskesmas dalam 

mengimplementasikan larangan pemasungan terhadap ODGJ ? 

6. Adakah SDM terlatih khusus penanganan pemasungan pada pasien 

jiwa ? 

7. Apakah ada pembiayaan khusus guna mendukung pelaksanaan 

pencegahan pemasungan ? 

8. Apakah ada kesinergisan data dan informasi dengan data dan informasi 

di jejaring lain ? 

9. Apakah ada dilakukan pemantauan dan evaluasi pada pasien yang 

dipasung ? 

10. Apakah ada tersedia fasilitas yang memadai dalam penanggulangan 

pemasungan ? 
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11. Apa bentuk peran yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam 

menanggulangi pemasungan pada ODGJ baik secara promotif, 

preventif, kuratif, maupun rehabilitatif? 

12. Apakah ada dilakukan advokasi dan koordinasi dalam menetukan 

peran, tugas dan tanggungjawab dalam upaya mewujudkan Bebas 

Pasung di Kab. Pesisir Selatan? 

13. Tindakan apa saja yang dilakukan Dinkes jika Implementasi UU 

Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan jiwa ini tidak berjalan 

dengan baik? 

14. Apakah Dinas Kesehatan penyediaan buku pedoman tentang 

penatalaksanaan Kesehatan Jiwa dan Pemasungan ODGJ bagi pihak 

terkait? 

15. Apa saja program Dinkes kesehatan dalam penanggulangan ODGJ 

dalam hal ini untuk bebas pasung? 

16. Apa saja faktor penghambat Implementasi Undang – Undang Nomor 

18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa? 

17. Apa saja faktor yang mendukung terlaksananya Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa? 

18. Apakah Dinkes ada melakukan kerjasama dengan Stikes dalam 

menerapkan Terapi Aktivitas Kelompok (TAK) bagi ODGJ? 

 

B. Dinas Sosial 

1. Apakah ada dibentuk tim penjangkauan pemasungan yang terdiri dari 

unsur : dinas sosial, pekerja sosial, tenaga sosial, dan tenaga 

kesejahteraan sosial ? 

2. Apakah ada dilakukan koordinasi  dengan jejaring SKPD terkait 

kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat ? 

3. Apakah ada dilakukan pemetaan terhadap masalah pemasungan di 

lingkup kabupaten ? 

4. Apakah ada dilakukan pembinaan ke bawah dalam 

mengimplementasikan larangan pemasungan bagi ODGJ ? 
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5. Apakah ada pembiayaan khusus guna mendukung pelaksanaan 

pencegahan pemasungan ? 

6. Apakah ada kesinergisan data dan informasi dengan data dan informasi 

di jejaring lain ? 

7. Apakah ada dilakukan pemantauan dan evaluasi pada pasien yang 

dipasung ? 

8. Apakah ada tersedia fasilitas yang memadai dalam penanggulangan 

pemasungan ? 

9. Apakah ada disediakan rumah singgah/rehabilitasi sosial bagi pasien 

pasca pasung? 

10. Apakah ada disediakan lapangan kerja atau keterampilan khusus bagi 

ODGJ yang sudah lepas pasung ? 

11. Apakah tersedia rumah rehabilitasi medik pasca rawat inap bagi ODGJ 

? 

12. Apakah ada ketersediaan lapangan kerja/keterampilan bagi ODGJ Post 

Rawat Inap ? 

13. Apakah ada dilakukan advokasi dan koordinasi dalam menetukan 

peran, tugas dan tanggungjawab dalam upaya mewujudkan Bebas 

Pasung di Kab. Pesisir Selatan? 

14. Tindakan apa saja yang dilakukan Dinsos jika Implementasi UU 

Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan jiwa ini tidak berjalan 

dengan baik? 

15. Bagaimana dengan penyediaan/penyebaran buku pedoman terkait 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa 

kepada  pihak terkait? 

16. Apa saja program Dinsos kesehatan dalam penanggulangan ODGJ 

dalam hal ini untuk bebas pasung? 

17. Apa saja faktor penghambat Implementasi Undang – Undang Nomor 

18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa? 

18. Apa saja faktor yang mendukung terlaksananya Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa? 
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C. Camat  

1. Apakah semua pasien yang mengalami gangguan jiwa di daerah bapak 

memiliki asuransi kesehatan ? 

2. Apakah ada disediakan rumah singgah bagi pasien jiwa pasca 

perawatan medis yang kehilangan tempat tinggal? 

3. Apakah ada kelompok khusus/organisasi yang membantu Orang 

Dengan Gangguan Jiwa ? 

4. Apakah ada kebijakan yang menetapkan pelaksanaan penanggungan 

pemasungan pada ODGJ ? 

5. Apakah tersedia fasilitas yang memadai dalam penanggulangan 

pemasungan pada ODGJ ? 

6. Apakah ada pembiayaan khusus guna mendukung pelaksanaan 

pencegahan pemasungan pada ODGJ ? 

7. Apakah ada kesinergisan sistim data dan Informasi ? 

8. Apakah Bapak ada merumuskan kebijakan yang melibatkan sektor 

terkait dalam upaya mewujudkan Bebas Pasung di Kabupaten Pesisir 

Selatan? 

9. Tindakan apa saja yang Bapak lakukan dalam implementasi UU 

Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa? 

10. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa? 

11. Apa saja faktor yang mendukung terlaksananya Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa? 

 

D. Puskesmas 

1. Apakah ada dilakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang 

pemasungan ? 

2. Apakah semua pasien yang mengalami gangguan jiwa mendapatkan 

pengobatan dan pelayanan kesehatan gratis ? 

3. Apakah ada dilakukan kunjungan rumah pada pasien jiwa? 

4. Apakah ada dilakukan perawatan pada pasien pasca pemasungan ? 
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5. Apakah adakah dilakukan rujukan kepada pasien jiwa yang tidak 

memungkinkan untuk rawat jalan yang didampingi dokter puskesmas ? 

6. Apakah ada dilakukan pemeriksaan fisik pada pasien jiwa yang dirujuk 

balik ke Puskesmas ? 

7. Apakah ada dilakukan pelatihan tenaga kesehatan dan kader dalam 

penanganan pasien jiwa ? 

8. Apakah Puskesmas memiliki kader kesehatan yang membantu 

Puskesmas dalam memantau ODGJ setiap saat? 

9. Apakah ada pembiayaan khusus guna mendukung pelaksanaan 

pencegahan pemasungan ? 

10. Apakah ada kesinergisan data dan informasi dengan lintas sektor 

terkait lainnya ? 

11. Apakah ada dilakukan pemantauan dan evaluasi pada pasien yang 

dipasung ? 

12. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti sosialisasi terkait Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa? 

13. Bagaimana peran Puskesmas dalam menangani kasus pasung? 

14. Apa fasilitas yag disediakan Puskesmas dalam menangani pasien 

Pasung? 

15. Program apa saja yang dilakukan Puskesmas terkait dengan isu bebas 

pasung? 

16. Apa faktor penghambat Implementasi Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa? 

17. Apa saja faktor yang mendukung terlaksananya Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa? 

 

E. Wali Nagari 

1. Apakah pasien gangguan jiwa di wilayah bapak memiliki BPJS? 

2. Apakah ada disediakan rumah singgah bagi pasien jiwa pasca 

mendapatkan perawatan medis ? 

3. Apakah ada dilakukan pemahaman kepada masyarakat tentang 

larangan pemasungan ? 
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4. Apakah ada disediakan fasiitas berupa modal usaha atau lapangan 

pekerjaan bagi ODGJ pasca perawatan medis ? 

5. Apakah ada organisasi Pemberdayaan Masyarakat yang membantu 

Orang Dengan Gangguan Jiwa ? 

6. Tindakan apa saja yang Bapak lakukan dalam Implementasi Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa? 

7. Apa upaya yang Bapak lakukan terhadap warga Bapak yang dilakukan 

pemasungan? 

8. Apakah ada pembiayaan khusus guna mendukung pelaksanaan 

pencegahan pemasungan ? 

9. Apakah ada kesinergisan data dan informasi dengan lintas sektor 

terkait lainnya 

10. Apakah ada dilakukan pemantauan dan evaluasi pada pasien jiwa yang 

di pasung? 

11. Apa faktor penghambat dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa? 

12. Apa saja faktor yang mendukung terlaksananya Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa? 

 

F. Keluarga ODGJ 

1. Apakah keluarga pernah mendapatkan informasi tentang kesehatan 

jiwa ? 

2. Apakah pasien ada dilakukan kunjungan rumah dari tenaga kesehatan 

untuk dilakukan pemeriksaan? 

3. Apakah bapak/ibu diberi kemudahan dalam pengurusan surat-surat 

terkait pembiayaan kesehatan? 

4. Apakah puskesmas ada melakukan pemeriksaan fisik pada pasien 

sesudah dirujuk kembali ke Puskesmas ? 

5. Apakah bapak/ibu tahu tentang larangan pemasungan pada pasien jiwa 

? 

6. Apakah bapak/ibu ada dilakukan pemantauan dari instansi terkait 

terhadap anggota keluarga yang di pasung ? 
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7. Apa alasan Bapak/Ibu lebih memilih melakukan pemasungan terhadap 

ODGJ? 

8. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan bantuan dari pihak Puskesmas 

dalam bentuk obat-obatan, dsb untuk anggota keluarga dengan 

gangguan jiwa yang dipasung?  
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Lampiran 2 : Dokumentasi Kegiatan 

 

Foto 1 : Wawancara dengan Bapak Camat Kecamatan Sutera 

 

Foto 2 : Wawancara dengan Kepala Puskesmas Surantiah dan Pengeloka Jiwa Puskesmas 



UNIVERSITAS BUNG HATTA

 

 
 

 

Foto 3 : Wawancara dengan Sekretaris Nagari Ampiang Parak 

 

Foto 4 : Wawancara dengan keluarga ODGJ di Nagari Ampiang Parak 
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Foto 5 : Kunjungan rumah ODGJ di Nagari Ampiang parak 
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Foto 6 : Wawancara dengan Sekretaris Nagari Pasia Palangai 

 

Foto 7 : Wawancara dengan wali kampung beserta keluarga ODGJ di Nagari Muara 

Inderapura 
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Foto 8 : ODGJ di Nagari Pasia Palangai 

 

Foto 9: Kunjungan ke Kantor Camat Koto XI Tarusan 
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Foto 10: wawancara dengan Ibu Aswiliarti Kasi PTM dan Keswa Dinas 

Kesehatan Kab. Pesisir Selatan 

 

Foto 11: Wawancara dengan Pengelola Program Jiwa Dinas Kesehatan 
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Lampiran 3 
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Lampiran 4 



UNIVERSITAS BUNG HATTA

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 5 
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Lampiran 6 
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